
BUPATI TORA"'A UTARA
PROVINSI SULAtr'ESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN TARGET PER TRIWUI.,AN PENCAPAIAN PENERIMAAN PAJAK

DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang: a

c

b

BUPATI TORA.IA UTARA,

bahwa untuk mengoptimalkan pemungutan Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah sebagai Pendapatan Asli

Daerah (PAD), maka para aparat pengelola Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah dituntut lebih profesional dalam

melaksanakan tugasnya sebagai pengelola Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah;

bahwa untuk lcbih meningkatkan pengelolaan seluruh

potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif sebagai

motivasi kepada. para aparat atau Perangkat Daerah

pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

yang telah mencapai kinerja tertentu atau target per

triwulan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Bupati Toraja Utara tentang Penetapan Target

Per Triwulan Pencapaian Penerimaan Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah Tahun Anggaral 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49,



Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

3262) sebagaimaaa telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 20O9 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum

dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4999);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686)

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2OOO tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO0 Nomor 129, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987];

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581),

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 2OO2 ter:tang Komisi Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2O02 Nomor 137, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OO2 tentang

Pengadilan Pajak (L,embara Negara Republik Indonesia

Tahun 20O2 Nomor 27, Ta:rnbahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4189);

Undaag-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang

Ferimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

2.

3.

4.

5.



Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO8 tentang

Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi

Sulawesi Selatan (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2O08 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4874);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (l,embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2O09 Nomor 130, Tambahan

l.cmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (trmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan kmbaran
Negara Repulik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2O15 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang

Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif

Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201O

Nomor 119, Tambahan l,embaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5161);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2O16 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indorresia Nomor 5887);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997

tentang Kriteria Wajib Pajak yang Wajib

Menyelenggarakan Pembukuan dan Tata Cara

Pembukuan;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20O6

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah



sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 31O);

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun

1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun

1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11

Tahun 2O1O tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Daerah KabupatenToraja Utara

Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan l,embaran Daerah

Kabupaten Toraja Utara Nomor 3);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2

Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (tembaran Daerah

Kabupaten Toraja Utara Tahun 2OlL Nomor 2,

Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara

Nomor 6), sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Daerah KabupatenToraja

Utara Nomor I Tahun 2Ol7 tentang Perubahan

Keduaatas Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara

Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (trmbaran

Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2017 Nomor 1,

Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara

Nomor 73);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja

Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 61);

18. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 74 Talrun 2OL6

tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok,

Fungsi, dan Rincian Tugas serta Tata Kerja Badan



Menetapkan

Pendapatan Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lrmbaran

Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 75)'

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARGET PER

TRIWULAN PENCAPAIAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH

DAN RE"TRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

l. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan

tugas pembantuan dengan prinsip seluas-luasnya dalam

sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara

Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban

daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat

setempat sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

4. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah, adalah

kesatuan masyaralat hukum yang mempunyai batas-

batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat

setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi

masyarakat dalam sistim Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

5. Kepala Daerah adalah Bupati Toraja Utara.

6. Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah yang selanjutnya

disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat



daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah.

7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten

Toraja Utara.

8. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat

BAPENDA, adalah Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Toraja Utara.

9. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas

tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

10. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang

merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha

maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi

peraeroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan

lainnya, Badan Usaha milik Negara (BUMN), atau Badan

usaha milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam

bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,

persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,

organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga

dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi

kolelrtif dan bentuk usaha tetap.

l l.Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan

penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas

kine{a tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah.

12. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah

kontribusi wajib Pajak kepada Daerah yang terutang oleh

orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa

berdasarkan undang-undang, dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan

untuk keperluan Daerah bagr sebesar-besarnya

kemakrnuran rakyat.

13. Retribusi Daerah, yang selaljutnya disebut Retribusi,

adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa

atau pemberixr iztn tertentu yang khusus disedialan



dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk

kepentingan orang pribadi atau badan'

14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari

penghimpunan data objek dan subjek pajak atau

retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang

terutang sampai kegiatan penagihan pajak daerah atau

retribusi daerah kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi

serta pengawasan Penyetorannya.

15. Kine{a Tertentu adalah pencapaian target penerimaan

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang

dijabarkan secara triwulanan dalam Peraturan Bupati.

BAB II

TARGRT PENERIMAAN PAJAK DAERAH

DAN RRTRIBUSI DAERAH

Pasal 2

(1) Target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

ditetapkan berdasarkan target penerimaan Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah yang telah ditetapkan dalam APBD

Tahun Anggaran 2018.

(2) Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan per

triwulan dan dijabarkan sesuai jenis penerimaan dari

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

(3) Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

per triwulan ditetapkan sebagai berikut :

a. triwulan I ditetapkan sebesar l5o/o (lima belas

perseratus) dari target penerimaan;

b. sampai dengan triwulan II ditetapkan sebesar 407o

(empat puluh perseratus) dari target penerimaan;

c. sampai dengan triwulan III ditetapkan sebesar 75%

(tujuh puluh lima perseratus) dari target penerimaan;

d. sampai dengal triwulan IV ditetapkan sebesar 10O%o

(seratus perseratus) dari target penerimaan.



L-

I

Penetapan target pcnerimaan Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah per triwulan sesuai dengan jenis penerimaan Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah digunakan sebagai dasar

pembayaran insentif pemungutan Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah.

BAB TV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Tor4ia Utara.

Ditetapkan di Rantepao

langgal Z iarii::.rl !31 :"i

RA.IA UTARA,

*

IGI.A'TI}ru PAEMBONAN

Diundangkan di Rantcpao

Pada tanggal 2 'iar:na.gi 2c1!

S DAERAH
TORA"IA UTARA,

NI BARE

BEzuTA DAERAH KABUPATEN TORA"IA UTARA TAHUN 2OI8 NOMOR 1

BAB III

DASAR PEMBAYARAN INSEI,.ITIF

Pasal 3


